
BUPATI PURWORE.IO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KER.IA DIN},S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPA::I PURWORE.IO,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Pembentukan dan Susrman Perangkat
Daerah Kabu raten Purworejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukal, Susunan
Organisasi, 1\r13as dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dar Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 arrat (6) Undang-Undang Dasar Negaia
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentuka:r Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan l?ropinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintaha:r Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia T'ahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran N,:gara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa. kali, terakhir
dengan UniLang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia I'ahun 2O2O Nomor 249, Tambahan
Lembaran Nt:gara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat l)aerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTalLun 2016 Nomor ll4, Tambahan
kmbaran Nt:gara Republik Indonesia Nomor 5887) ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan r\tas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64O2):
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5. Peraturan llenteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 16 tahun 2O18 tentang Perubahan atas
Peraturan Mt:nteri Pendidikandan Kebudayaan nomor
47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentanp: Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat D aerah I(abupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGi\NISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA D]NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PU]RWORE.IO.

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten l\rrworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahal oleh Pemerintah Daerah dan Dewa-n Perwakilan

Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negrra Republik lndonesia Tahun 1945'

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah y€mg memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah S,:kretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut
DINDIKBUD, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo.
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7. Kepala DINDIKBUD adrrlah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten PuLrworejo.

8. Sekretariat adalah Sekre&riat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo.

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten R;.rworejo.

L 1. Kepala Subbagian adalah I(epala Subbagian pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

12. Subkoordinator adalah pejrrbat fungsional ahli muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordirrasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
peraturan perundang-undirngan tentang organisasi dan tata kerja
instansi.

13. Jenjang Pendidikan Dasar adalah meliputi Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

14. Kepala Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan
Pendidikan adalah kepala unit kerja pada DINDIKBUD yang
melaksanakan kegiatan leknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunj ang tertentu.

15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil darr
Pegawai Pemerintah deng,rn Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalar kedudukan yang menunjukkan, tugas,
tanggung jawab, wewenan g dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlial dan/ atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

17. Pejabat Fungsional adalalL Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAII, TUGAS DAN FUNGSI

Be.gian Kesatu
liedudukan

Pasal 2

(1) DINDIKBUD berkedudukan di bawah dan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

bertanggung jawab

(2) DINDIKBUD dipimpin oleh J(epala DINDIKBUD.
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Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DINDIKBUD mempunyai tugzrs melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang pendidikan darL kebudayazrn sesuai dengan kewenangan
Daerah, yang meliputi pembinaan pendidikan sekolah dasar,
pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non lbrmal, serta kebudayaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas rsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DINDIKBUD menyelenggaraka:r fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan

yang meliputi pembinaan pendidikan sekolah dasar, pembinaan
sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal, serta Kebudayaan;

b. penyusunan dal pelaksanaan rencana dan program ke4'a bidang
pendidikan dan kebudaya€m yang meliputi pembinaan pendidikan
sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah perta,ma, pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta
Kebudayaan;

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi pembinaan pendidikan sekolah dasar,
pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidil:an non formal, serta Kebudayaan;

d. penyelenggaraan pelayanim umum bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi pembinaan pendidikan sekolah dasar,
pembinaan sekolah mene ngah pertama, pembinaan pendidikan
anak usia dini dan pendidil:an non formal, serta Kebudayaan;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang penclidikan dan kebudayaan yang meliputi
pembinaan pendidikan sekolah dasar, pembinaan sekolah
menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal, serta Kebudayaan;

f. pembinaan Satuan Pen lidikan dalam pelaksanaan teknis
operasional dan / kegiatan teknis penunjang tertentu;

g. penyelenggaraan monitorirrg, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas b:dang pendidikan dan kebudayaan yang
meliputi pembinaan pendidikan sekolah dasar, pembinaan sekolah
menengah pertama, pemb.naan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal, serta Kebudayaan;

h. pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan milik pemerintah
Daerah;

i. penyelenggaraan kesekretariatan DINDIKBUD;
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j. penyelenggaraan tugas pertbantuan;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUTIAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(2) Bagan organisasi DINDII(BUD sebagaimana tercantum dalam
l"ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINDIKBUD

Pasal 6

Kepala DINDIKBUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 alat (1)

huruf a mempunyai tugas mt:mimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
DINDIKBUD sebagaimana dim:Lksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
SE;KRETARIAT

Pasal 7

(l) Sekretariat berkedudukan rli bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sr:kretaris.

5
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(1) Susunan Organisasi DINDIKBUD, terdiri dari:
a. Kepala Dinas DINDIKBUD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
e. Bidang Pembinaan Penctidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal;
f. BidangKebudayaan;
g. Satuan Pendidikan;dan
h. Jabatan Fungsional.



Pasa-l B

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempr:nyai tugas
mengoordinasikan penyiapa-rr perumus€rn kebijakan teknis dan
menyelenggarakan tugas Bidang, serta memberikan dukungan
administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapal perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyeler ggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan;
d. pengoordinasian penyelen ggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelen ggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian;dan
f. pelaksanaan tugas kedin lsan lain yang diberikan oleh Kepala

DINDIKBUD sesuai dengar tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahkari:
a. SubbagianPerencanaan;
b. Subbagian Keuangan; c.an

c. Subbagian Umum dan J(epegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepr a Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mr:mpurryai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijalan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, yang melipuLi:
a. merencanakan, mengan€garkan dan mengevaluasi kinerja

DINDIKBUD;
b. menyusun perjanjian kiner- a;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempun Tai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan melalsanakan kebljakan teknis, melayani dan mengendalikan
administrasi bidang keuangan, yang meliputi:
a. melaksanakan administrasi an keuangal;
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b. melaksanakan administrasian pendapatan daerah yang menjadi
kewenangan DINDIKBUD;ctan

c. melaksanakan tugas kedir:.asan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengal tugas jabatznnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepel3awaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang
meliputi:
a. menyelenggarakan adminis trasi barang milik daera,h ;
b. menyelanggarakan adminis rtrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadrul barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bal5ian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 14

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) mempunyai tugas nrenyiapkan perumusan kebijakan teknis,
membina, melaksanakan, dar: mengendalikan pada jenjang Sekolah
Dasar yang meliputi sarana prasarana, penilaian kesiswaan dan
pengembangan bahasa daelah, pendidik, tenaga kependidikan,
kelembagaan, dan ketenagaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas s,:bagaimana dimaksud dalarn Pasal 14,
Bidang Pembinaan Sekolah Dasiar menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pemmusan kebi akan teknis, kordinasi, pembinaan, dan

pengendalian pelaksanaan lugas bidang sarana prasarana;
b. penyiapan perumusan ketrijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian pelaksalaan tugas bidang penilaian kesiswaan
dan pengembangan bahasa daerah;

c. penfapan perumusa.n ket,ijakan teknis, koordinasi, pembinaal,
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendidik, tenaga
kependidikan, kelembagaan, dan ketenagaan;dan
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d. pelaksanaan tugas kedin asan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Ilidang Pembinaan Sekolah Dasar,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebaggimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melalui penetapan
sebagai Subkoordinator se suai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab keparla Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Sarana, Prasarana;
b. Subkoordinator Penilzdan, Kesiswaan, dan Pengembangan

Bahasa Daerah;dan
c. Subkoordinator Pendidik, Tenaga Pendidik, Kelembagaan, dan

Ketenagaan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior y,eng ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tug,as masing-masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar.

Pasal 18

Subkoordinator Sarana, Prasrarala mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang sarana, prasarana, pada jenjang Sekolah
Dasar, yang meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah dasar, meliputi:

l. membangun unit sekolah baru;
2. menambah ruang kelas baru;
3. membangun ruang guruL/kepala sekolah/tata usaha;
4. membangun ruang unit kesehatan sekolah;
5. membangun perpustaka.an sekolah;
6. membangun sarana, pr:rsarana dan utilitas sekolah;
7. membangun rumah dinas kepala sekolah/ guru /penjaga

sekolah;
8. merehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
9. merehabilitasi sedang/ l:erat ruang guru/kepala sekolah/ tata

usaha;
10. merehabilitasi sedang/b:rat unit keschatan sekolah;
1 1. merehabilitasi sedang/b:rat perpustakaan sekolah;
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12. merehabilitasi sedang / berat sarana, prasarana dan utilitas
sekolah;

13. merehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah/ guru/ penjaga sekolah;

14. mengadakan mebel sekolah;
15. mengadakan alat rumah tangga sekolah;
16. mengadakan perlengka pan sekolah;
17. mengadakan perlengkapan siswa
18. memelihara rutin bangrrnan gedung dan ruangan;
19. memelihara rutin sarar.a, prasarana dan utilitas sekolah;
20. memelihara rutin rurr.ah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga

sekolah;dan
21. mengadakan alat pral<tik dan peraga siswa.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan Sekolal. Dasar sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasa] 19

Subkoordinator Penilaian, K:siswaan, dan Pengembangan Bahasa
Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang
penilaian, kesiswaan, dan pengembangan bahasa daerah pada jenjang
Sekolah Dasar, yang meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah dasar, meliputi:

1. menyedialan biaya penronil peserta didik sekolah dasar;
2. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan proses bel4iar

dan ujian bagi peserta didik;
3. menyiapkan dan meni ndaklanjuti eva-luasi satua-n pendidika:r

dasar;dan
4. membina minat, bakat rlan kreatifitas siswa.

b. membina, mengembangkar. dan melindungi bahasa dan sastra yang
penuturannya dalam daerah kabupaten, meliputi:
1. menyusun kamus bahasa daerah kabupaten;
2. vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
3. mempublikasikan baha sa dan sastra daerah kabupaten;
4. memberikan penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan

daerah kabupaten;
5. menyedialan dan menrlistribusikan buku cerita ralryat daerah

penunjang literasi kabupaten ;

6. meningkatlan apresiarii siswa terhadap bahasa dan sastra
daerah kewenangan kabupaten;dan

7. menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah kewenangan
kabupaten.

c. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepata
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas jabatannlra.

Pasal 2O

Subkoordinator Pendidik, Tenaga Pendidik, Kelembagaan, dan
Ketelagaan mempunyai tuga s menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan-_kebijakan teknir; serta melakukan pembinaan pendidik,
tenaga p-endidik, kelembagaan, dan ketenagaan jeijang Sekoldh Dasar,
yang meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah dasar, meliputi:

1. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagr satuan
pendidikan dasar;
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2. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan sekrlah dasar;

3. membina kelembagaan dan manajemen sekolah;
4. mengelola dana BOS sekolah dasar;dan
5. meningkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar.

b. melaksanakan pemerataarl kuantitas dan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Pendidikan
Anak Usia Dini, dan pendiclikan nonformal/kesetaraan, meliputi:
l. melaksanakan perhiturrgan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan bagi sahran pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini, dan pendidik an nonformal/ kesetaraan;dan

2. melaksanakal penataan pendistribusian pendidik dan tenaga

kependidikan bagi sahran pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan.

c. melaksanakan tugas kedi:nasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang PembinaarL Sekolah Menengah Pertama

Pasal 21

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di
bawah dan bertanggung ja'vab kepada Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh
Kepala Bidang Pembinaan llekolah Menengah Pertama.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2l ayat (1) merrrpunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan teknis, membina, nrelaksanakan, dan mengendalikan pada
jenjang Sekolah Menengah Pr,rtama yang meliputi sarana prasarana
dan perizinan, penilaian kesiswaan dan kurikulum lekal, pendidik,
tenaga kependidikan, dan kelernbagaan.

Pasal 23

10

Dalam melalsanakan tugas s:bagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijalan teknis, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang bidang sarana
prasarana dan perizinan;

b. penyiapan perumusan ketrijakan teknis, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penilaian kesiswaan
dan kurikulum loka]'

c. penyiapan p..rlrn.r"Ln ketrijakan teknis, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian pelakszmaan tugas bidang pendidik, tenaga
kependidikan, dan kelembagaan;dan

d. pelalsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Bidan g Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama, sebagaimana dinLalsud dalam Pasal S ayat (1) huruf d
terdiri atas Jabatan Fungsirtnal.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), datam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Pembinaern Sekolah Menengah Pertama melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama.

(3) Subkoordinator pada ayat (2tl terdiri dari :

a. Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Perizinan;
b. Subkoordinator Penilaian, Kesiswaan, dan Kurikulum Lokal;dan
c. Subkoordinator Pendidil<, Tenaga Pendidik dan Kelembagaan.

(4) Subkoordinator sebagaimatra dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yemg ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugrrs masing masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

Pasal 25

Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Perizinan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusar dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan l>idang sarana prasarana pada jenjang
Sekolah Menengah Pertama c.an perizinan pendidikan dasar yang
meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolith menengah pertama, yang, meliputi:

1 membangun unit sekolae baru;
2. menambah ruang kelas caru;
3. membangun ruang guru/ kepala sekolah/ tata usaha;
4. membangun ruang unit kesehatan sekolah;
5. membangun perpustaka an sekolah;
6. membangun laboratorir.rn;
7. membangun ruang serba guna/ aula;
8. membangun asrarna sekolah;
9. membangun rumah dinas kepala sekolah/ guru /penjaga

sekolah;
1O. membangun fasilitas pa-r'kir;

11. membangun kantin sekclah;
12. membangu.n sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
13. merehabilitasi sedang/br:rat gedung sekolalq
14. merehabilitasi sedang/br:rat ruang kelas sekolah;
15. merehabilitasi sedang/br:rat ruang guru sekolah;
16. merehabilitasi sedang/b()rat ruang unit kesehatan sekolah;
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17. merehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah;
18. merehabilitasi sedang/ berat laboratorium;
19. merehabilitasi sedang/ berat ruang serba guna/aula;
20. merehabilitasi sedang/ cerat asrama;
21. merehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah / guru / penjaga sekolah;
22. merehabilitasi sedang/ rerat fasilitas parker;
23. merehabilitasi sedang/ rerat kantin sekolah;
24. merehabilitasi sedang,/berat sarana, prasarana dan utilitas

sekolah;
25. mengadakan mebel sekolah;
26. mengadakan alat rumah tangga sekolah;
27 . mengadakan perlengkapan sekolah;
28. mengadakan perlengka pan siswa;
29. memelihara rutin bangunan gedung dan ruangan;
30. memelihara rutin sErrar a, prasarana dan utilitas sekolah;
31. memelihara rutin rum ah dinas kepala sekolah/ guru lpenjaga

sekolah;
32. mengadakan perlengka can dasar buku teks peserta didik;
33. mengadakan perlengka ran belajar peserta didik;dan
34. mengadakan alat prakt.k dan peraga siswa.

b. menerbitkan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh
masyarakat, yang meliputi :

1. menilai kelayakan usiul perizinan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat;dan

2. mengendalikan dan me.:gawasi perizinan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

c. melaksanakan tugas kedi:rasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Penilaian Kesirrwaan dan Kurikulum Lokal mempunyai
tugas menyiapkan bahan perllmusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pemtrinaan bidang penilaian dan kesiswaan
pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan menyiapkan bahan
perumusErn dan melaksanakm kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang kurikulum lokal jenjang pendidikan dasar yang
meliputi:
a. mengelola pendidikan sekolah menengah pertama, yang meliputi:

l. menyediakan biaya pe::sonil peserta didik sekolah menengah
pertama;

2. menyelenggarakan pros,:s belajar dan ujian bagi peserta didik;
3. menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan pendidikan

sekolah menengah pertema;dan
4. membina minat, bakat clan kreatifitas siswa.

b. menetapkan kurikulum mu atan lokal pendidikan dasar, meliputi;
1. menyusun kompetensi ctasarmuatan lokal pendidikan dasar;
2. menyusun silabus muatan lokal pendidikan dasar;

{
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3. menyediakan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan
dasar;dan

4. melaksanakan pelatihen penJrusunan kurikulum muatan lokal
pendidikan dasar.

c. melaksanakan tugas kedi:rasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 27

Subkoordinator Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kelembagaan
mempunyai tugas menyiapkeur bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta meltd<ukan pembinaan pendidik, tenaga
kependidikan dan kelembagaan, jenjang Sekolah Menengah Pertama,
yang meliputi:
a. mengelola pendidikan Sekclah Menengah Pertama, meliputi :

1. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Me nengah Pertama;

2. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekrlah Menengah Pertama;

3. membina kelembagaan dan manajemen sekolah;
4. mengelola dana BOS r'Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah

Menengah Pertama;dan
5. meningkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) Sekolah Menengah Pertama.
b. melaksanakan tugas kedi:rasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaar. Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal

Pasal 28

(1) Bidang Pembinaaan Pendi likan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal berkedudukan ada li bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Pembinaaan Pendilikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Non Formal.

Pasal 29

Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan Non
Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (l) mempunyai
tuggg menyiapkan perumtrsan kebijakan teknis, membina,
melal<sanakan, dan mengendalikan bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan non formal yang meliputi sarana prasarErna dan perizinan,
penilaian kesiswaan dan kurikulum lokal, pendidili tenaga
kependidikan dan kelembagaan.

{
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Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas r;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Pembinaan Pendidikar. Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalial pelaksemaan tugas bidang sarana, prasarana,
kelembagaan dan perizinan;

b. penyiapan perumus€rn kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian pelaksa:1aan tugas bidang penilaian, kesiswaan,
dan kurikulum lokal '

c. penyiapan p..,rr.rrr"in kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pendidik, tenaga
kependidikan;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la Dinas
sesuai dengan tugas dan ftmgsi.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e, terdiri atasr Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebag dmana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pembinaaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal mrlalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lin,gkup tugasnya dan bertanggungiawab
kepada kepala Bidang Pe mbinaaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal.

(3) Subkoordinator pada ayat (11) terdiri dari:
a. Subkoordinator Sarana, Prasarana, Kelembagaan dan Perizinan;
b. Subkoordinator Penilaian, Kesiswaan dan kurikulum lokal;dan
c. Subkoordinator Pendidi <, Tenaga Kependidikan.

(4) Subkoordinator sebagaimala dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikzn pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugzrs masing-masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepa-la Bidang Pembinaan
Pendidikan Non Forma-I.

Pasal 32

Subkoordinator Sarana, Prariarana, Kelembagaan, dan perizrnan
pempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melalcsanakan
kebijakan telceis serta, melakukan 

- 
pembinaan bidang sarana,

prasarana,- kelembagaan, dan perizinan pada pendidikan anai< usia dini
dan pendidikan non formal yanl; meliputi: -

a. mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD), meliputi:
1. ge.mlangry gedung/rurmg kelas/ruang'guru pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD);
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2. membangun sarana, I)rasarana dan utilitas Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

3. merehabilitasi sedang,/berat gedung/^)ang kelas/ ruang gurr
Pendidikan Anak Usia l)ini (PAUD);

4. merehabilitasi sedangT berat pembangunan sarana, prasarana
dan utilitas Pendidika-n Anak Usia Dini [PAUD);

5. memelihara rutin gedturg lntang kelas/ ruang guru Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

6. memelihara rutin sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

7. mengadal<an mebel Per.didikan Anak Usia Dini (PAUD);

8. mengadakan alat rumah tangga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

9. mengadakan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. mengadakan perlengkLpan siswa Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD);

11. mengadakan alat praltik dan peraga siswa Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);dan

13. mengelola Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD).

b. mengelola pendidikan nonf,rrmal/kesetaraan, meliputi;
l. membangun gedung/::uang kelas/ ruang guru nonformal/

kesetaraan;
2. membangun sarana, prasar€rna dan utilitas sekolah nonformal/

kesetaraan;
3. merehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru

pendidikan nonformal/ l<esetaraan;
4. merehabilitasi sedang/ berat pembangunan sarana, prasarana

dan utilitas sekolah nortformal/kesetarEran;
5. memelihara rutin gedung/ ruang kelas/ ruang guru pendidikan

nonformal/ kesetaraan;
6. memelihara rutin sarErna, prasarana dan utilitas sekolah

nonformal/ kesetaraan;
7. mengadakan mebel pen,lidikan nonformal/kesetaraan;
8. mengadakan alat rumah tangga pendidikan nonformal/

kesetaraan;
9. mengadakan perlengkapan pendidikan nonformal/ kesetaraan;
10. mengadakan alat preLktik dan peraga siswa nonformal/

kesetaraan;
11. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Nonformal / Kesetaraan ;clan
12. Pengelolaan Dana Biayz: Operasional pendidikan (BOp) Sekolah

Nonformal/ Kesetaraan.
c. menerbitkan izin Pendidilan Anak Usia Dini dan pendidikan

nonformal yang diselenggarakan oleh masyara,kat, meliputi:
1. menilai kelayakan usul :erizinan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal yrrrg diselenggarakan oleh masyarakat;
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2. mengendalikan dan mt:ngawasi perizinan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh
masyarakat;dan

3. membina pendidikan anak usia dini darr pendidikal nonformal
yang diselenggarakan oleh masyarakat.

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaaan Pend:.dikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Pormal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Penilaian, Kesiswaan, dan Kurikulum Loka1

mempunyai tugas menyiapka:r bahan pemmusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penilaian,
kesiswaan, dan kurikulum lokal pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan non formal yang meliputi:
a. mengelola Pendidikan Anal: Usia Dini (PAUD), meliputi:

1. menyediakan biaya personil peserta didik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);

2. menyelenggarakan pro ses belajar Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);dan

3. menyiapkan dan menin dak Lanjuti Evaluasi Satuan Pendidil<an
Anak Usia Dini (PAUD).

b. mengelola pendidikan nonfrrmal/kesetaraan, meliputi :

1. menyelenggarakan proses belajar nonformal/kesetaraan;
2. menyiapkan dan menindaklanjuti evaluasi satuan pendidikan di

pendidikan nonformal/ l<esetaraan;dan
3. Menyediakan biayrL operasional peserta didik

nonformal / kesetaraan.
c. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini

dan pendidikan nonformal, meliputi:
1. menyusun kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal;
2. menyusun silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal;dan
3. menyediakan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan

anak usia dini dan penc.idikan nonformal.
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaaan Pendirlikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 34

Subkoordinator Pendidik, 'l'enega Pendidik mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini, penrlidikan non formal yang meliputi:
a. mengelola pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meliputi:

1. menyiapkan dan menindaklanjuti evaJuasi Satuan pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);
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2. menyedialan pendidil dan tenaga kependidikan bagi satuan
Pendidikan Anak Usia l)ini (PAUD);dan

3. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada
Satuan Pendidikan AnzLk Usia Dini (PAUD).

b. mengelola pendidikan nonlbrmal/kesetaraan, meliputi:
l. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan

pendidikan nonformal/ kesetaraan;dan
2. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi

satuan pendidikan nonformal/kesetar€ran.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembinaaan Pend idikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non
Formal sesuai dengan tugas jabatannya.

Bz.gian Ketujuh
Bidang Kebudayaal

Pasal 35

(1) Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DINDIKBUD.

(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Kebudayaan sebagainrana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)

mempunyai tugas menyiapkar:. perumusan kebijakan teknis, membina,
melaksanakan, dan mengende-likan Bidang Kebudayaan yang meliputi
pembinaan budaya, seni, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan ke bijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sejarah, nilai budaya,
cagar budaya dan museum;

b. penyiapan perumusan ke:rijakan teloris, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian pelaksaraan tugas bidang seni budaya;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINDIKBUD.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas Jabatan Fungsional.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam
melaksanalal tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan

E 43t"o _. 
Bidang Kebr.dayaan, melalui penetapan lebagai

Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya d-an
bertanggungiawab kepadra Kepala Bidang Kebudayaan-.
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(3) Subkoordinator pada ayat l2l terdiri dari:
a. Subkoordinator Sejarar, Nilai Budaya, Cagar Budaya dan

Museum; dan
b. Subkoordinator Seni Budaya.

(4) Subkoordinator sebagaimela dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior lang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasil:an pelaks€rnaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tulgas masing-masing yang berada di bawah
dan bertanggung jawab ke1>ada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 39

t
l8

Subkoordinator Sejarah, Nilai Budaya, Cagar Budaya dan Museum
mempunyai tugas menyiapkar bahan pemmusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta mela-Lukan pembinaan bidang Sejarah, Nilai
Budaya, Cagar Budaya dan Museum yang meliputi:
a. mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah,

meliputi:
1. melindungi, mengemb.mgkan, memanfaatkan objek pemajuan

kebudayaan;dan
2. membina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata

kebudayaan.
b. melestarikan Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah, meliputi :

l. melindungi, mengemberrgkan, memanfaatan Objek Pemqjuan
Tradisi Budaya;

2. membina Sumber Daya Manusia, kmbaga, dan Pranata
Tradisional;dan

3. memberikan Pengharga an kepada Pihak yang Berprestasi atau
Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

c. membina Lembaga Adat ya-rrg Penganutnya dalam Daerah, meliputi:
1. melindungi, mengembangkan, memanfaatan Objek Pemajuan

kmbaga Adat;
2. membinaan Sumber f)aya Manusia, lembaga, dan Pranata

Adat;dan
3. menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan lembaga Adat.

d. menetapkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, meliputi:
1. melakukan pendaftaralr Objek Diduga Cagar Budaya;dan
2. menetapkan Cagar Budaya.

e. mengelola Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, meliputi:
1. melindungi Cagar Budaya;
2. mengembangkan Cagar Budaya;dan
3. memanfaatkan Cagar B rdaya.



f. menerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Kabupaten dalam
1 (satu) Daerah, meliputi:
1. menerbitkan Izin menrbawa Cagar Budaya ke Luar Kabupaten

dalam I (satu) Daerah;dan
2. Evaluasi dan mengarvasi Cagar Budaya ke Luar Kabupaten

dalam 1 (satu) Daerah.
g. mengelola Museum Daerah, meliputi:

1. melindungi, mengembangkan, dan memanfatkan Koleksi secara
Terpadu;

2. membina dan meningl:atkan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Permu seuman;

3. meningkatkan Pelaya:1€rn dan Akses Masyarakat Terhadap
Museum;

4. menyediakan dan I)emeliharaan Sarana dan prasarana
Museum;dan

5. revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 40

Subkoordinator Seni Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanalan kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang seni dan budaya, yang meliputi:
a. mengelola Kebudayaan ya:tg Masyarakat Pelakunya dalam Daerah,

meliputi:
1. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Objek pemajuan

Kebudayaan;dan
2. membina Sumber Dalra Manusia, Lembaga, dan pranata

Kebudayaan.
b. melestarikan Kesenian Tr.adisional yang Masyarakat pelakunya

dalam Daerah, meliputi:
l.melindungi, mengembangkan, memanfaatan Objek pemajuan

Tradisi Budaya;
2. membina Sumber Da5.a Manusia, kmbaga, dan pranata

Tradisional;dan
3. memberikan Penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau

Berkontribusi Luar Eliasa sesuai dengan prestasi dan
Kontribusinya dalam Penrajuan Kebudayaan.

c. membina Iembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah, meliputi:
l.melindungi, mengembarLgkaa, memanfaatan Objek pemajuan

Lembaga Adat;
2. membinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan pranata

Adat;dan
3. menyediakan Sarana dan prasarana pembinaan Lembaga Adat.

d. membina Kesenial yang Masyarakat pelakunya aaUri Oaerat,
meliputi:
I' meningkatan pendidikan dan peratihan sumber Daya Manusia

Kesenian Tradisional;
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2. menyusun Standardisasi dan Sertifrkasi Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan
T\.rntutan;dan

3. meningkatan Kapasitlrs Tata Kelola kmbaga Kesenian
Tradisional.

melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kebudayaan sesua:. dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
Sahran Pendidikan

Pasal 41

(1) Satuan Pendidikan berkedrrdukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala DINDIKBUI).

(2) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukal,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keq'a Satuan
Pendidikan diatur dengan I)eraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 42

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DINDIKBUD.

(2) Pej abat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab seczra langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelalsanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta -iabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketenhran peraturan perundErng-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Ifungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketenfuan peraturan penmdang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejatat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan.
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Pasal 43

Jabatan F\rngsionel mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsiona-l masing-nrasing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kepala DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Jabatan Furrgsional dan Kepala Satuan Pendidikan
dalam melaksanakan tugasrLya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan k,:bijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Kepa-la DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Jabatan FurLgsional dan Kepala Safuan Pendidikan
dalam melaksanakan tug€.snya memperhatikan prinsip-prinsip
man4iemen yang meliplrti perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, evahrasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepa-la Subbagian, S "rbkoordinator, Jabatan Fungsional dan
Kepala .Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke
dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas maslng-masing.

Pasd 47

(1) {epala DINDIKBUD, Sekre:aris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Jabatan F\rngsiona-l dan Kepala Satuan pendidikan
pada Dinas bertanggrng jawab - dalam memimpin,
mengoordinasikan dan m emberikan bimbingan serta petunj-uk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing-.

(2) Sepala DINDIKBUD, Sekreraris, Kepala Bidalg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Jabatan F\rngsional dan Kepala Sairran pendidfuan
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan masinl3-masing serti menyampaikan taforai
tepat waktu.

(3) Dalam merryampaikan laporan masing-masing kepada atasan.
tembusan laporan dapat disampaikan k-epada ulrit tb4" I satuari
organisasi lain di lingkungzLn DINDIKBUT, yang secar; rri"gsio.ral
mempunyai hubungan kerja..

BAB IV

,IATA 
KER.]A

Pasal 44
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINDIKBUD, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Jabatan
Fungsional dan Kepal a Satuan Pendidikan dapat diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan untuk rnemberikan petunjuk kepada barval:an.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala DINDIKBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Jabatan Fu:gsional dan Kepala Satuan Pendidikal di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(2) Penyusunan kebutuhan .iumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dirrtaksud pada ayat (1) dilakukan unuk
jangka waktu 5 (lima) &rJrun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KEIEI{TUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Purworejo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan ,

serta Tata Kerja Dinas Perrdidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten purworejo Tahun 2Oi1
Nomor 57 Seri D Nomor 4 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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(1) DINDIKBUD wajib menJrL.sun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.



Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai be:rlaku pada tanggal I Jal:r:ari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daera-h

Kabupaten Purworejo.

Ditetapkaa di Purworejo
pada tanggal z4 ).:.Lt,vi',rv! .-.!

r\f
PURWORE.IO,

US BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21a ie;:l,enber 2O2i

(
SE UFATEN PURWORE.IO,

MADHON

BERITA UPATEN PURWORE.JO

TAHUN2021 NOMOR I3SEzu.) NOMOR30

a

\
,tI
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BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PT'RWORB'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR: 8l T{,,ii,.j 202i
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